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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai forcemajore yaitu 

sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk 

meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan 

kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan 

menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan 

lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah 

yang mempunyai resiko terhadap bencana. 

Akhir – akhir ini bencana alam yang terjadi terus - menerus setiap hari 

melanda Indonesia bagian tengah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di 

pulau lombok adalah gempa bumi. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi 

kejadian bencana gempa bumi terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. 

Kejadian bencana gempa bumi sangat dipengaruhi oleh faktor alam dikarenakan 

pulau lombok berada diantara dua pembangkit gempa dari utara dan selatan, dari 

utara terdapat struktur geologi sesar naik flores sedangkan daari selatan terdapat 

zona subduksi lempeng indo-australia. Disamping itu gempa bumi sering terjadi di 

lombok tahun – tahun sebelumnya diantaranya tahun 1956, 1970, 1972, 1978, 

1979, 2000, dan 2016, dikarenakan lombok sering terjadi gempa bumi sehingga 

dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat 

maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara 

parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan 

tanggap darurat (emergency response) (Depkominfo, 2007: 12). 

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pasca 

bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena 

bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, 

hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari 
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dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam 

anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan 

rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana 

diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah 

menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan 

bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, 

saat tanggap darurat dan pasca bencana. 

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka 

BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 

Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional 

dan Lembaga Asing Non Pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya 

penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. 

Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 

Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, 

dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan 

di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai 

dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai 

dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi 
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bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan 

bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan 

berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana 

yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup 

pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana 

penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana didaerah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul 

“Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam 

Penanggulangan Bencana Alam Pasca Gempa Bumi Di Lombok Provinsi Nusa 

Tenggara Barat” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam 

Penanggulangan Bencana Alam Pasca Gempa Bumi Di Lombok Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Pasca Gempa 

Bumi Di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah 

daerah dalam penanggulangan bencana alam dan juga penelitian ini diharapkan 

dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu 

Pemerintahan khususnya tentang Efektivitas Lembaga milik pemerintah. 
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1.4.2. Manfaat Metodologis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah yang selanjutnya 

dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian iImiah lainnya, khususnya 

yang mengkaji masalah peran pemerintah dalam penanggulangan resiko bencana 

alam. 

1.4.3. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat 

tentang peranan pemerintah daerah dalam penanggulangan resiko bencana alam, 

terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka 

penanggulangan bencana alam dan juga hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan pemikiran, serta masukan-masukan kepada Instansi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai 

Efektivitas kerja Aparatur Publik. 

 

 

 

 

 


